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' Pajak Reklame
PBB Merosot

dan

Pembongkaran Papan Reklame Dikeluhkan Pengusaha

TASIKMALAYA, (PR).-

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah Kota Tasikmalaya mencatat
terjadi penurunan pendapatan pajak

reklame selama 2017. Dari target
Rp 3,09 miliar, Kota Tasikmalaya

hanya mampu merealisasikan pajak
reklame sebesar Rp 2,9 miliar atau

menurun 95,6 persen.

Selain pajak reklame, penurunan ju-
#a terjadi di dua sektor lainnya yakni
pajak bumi bangunan (menurun 82
persent dan pajak mineral bukan
logam (menurun 86 persen).

Kepala Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah Kota Tastkmalaya
Ronny Mulyadi mengatakan, penda-
patan pajak reklame mengalami kerme-
nduran karena para pengusaha
reklame diresahkan dengan pene
reklame flegal di Kota Tasikmalaya.

Sebelumnya, meskipun  ilegal,
Pemkot Tasikmalaya tetap menarik
pajak reklame, sehingga pendapatan
pajak reklame selalui melampaui
target.

"Pajak reklame ini mengalami ke-
munduran, mohon menjadi bahan
pertimbangan ke depan terkait kehi-
jakan reklame. Pembongkaran ini di-
rasa berat oleh pengusaha karena ada
kaitan juga dengan sewa lahan. Jadj
periu dikaji ulang,” kata Ronny dalam
Rapat Ewvaluasi Eegiatan Tahun
Anggaran 2017 di Aula Balai Kota
Tasikmalaya, Senin (22, 1/2018).

Wali Kota Tasikmalaya Budi Budi-
man mengakui,.ada penurunan pen-
dapatan pajak di tiga sektor tersebut.
Kendati demikian, pencapaian pajak
secara keseluruhan mengalami ke-
natkan.

"Reklame turun 95 persen alasan-
nya karena banyak yang kita bongkar,
mineral bukan logam turun karena
pada 2017 banyak tambang vang di-
tutup Jabar, peritinannya lan di sana.
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Nah, untuk PBB ini jadi PR kami,
biasanya ya tidak bayar karena sedang
tidak ada di Tasikmalaya. Ini kita kejar
terus,” kata Budi.

Ilegal

Kaitan dengan penurunan pajak
reklame  karena  pembongkaran
reklame ilegal, Budi mengakn tetap
tidak akan mengkaji ulang peraturan
tersebut. Menurut Budi, reklame ilegal
tetap akan ditertibkan sambil menata
ulang titik reklame agar sesuai dengan
tata estetika di wilayah Kota Tasik-
malaya.

"Bongkar saja tidak apa-apa, vang
enggak berizin memang harus di-

- tertibkan. Kami sedang dalam masa

penertiban, nanti juga akan ada
potensi pajak baru kalau sudah di-
tata,” kata Budi.

Kepala Seksi Reldame Dinas Peker-
Jjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Hery Nugraha mengatakan, sesuai
dengan Peraturan Daerah Nomor
22016 tentang Reldame, mulai tahun
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